
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2021 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
apabila terdapat peru bahan terkait Dana Transfer baik pada
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan
Transfer Antar Daerah setelah Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan
dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan terhadap
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kuningan ten tang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;
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Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor ?4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) danjatau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional danjatau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang
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Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUNINGAN NOMOR 159 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
TAHUNANGGARAN2022.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat hal Penyampaian
Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
kepada Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota dan Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah Provinsi pada APBD Tahun Anggaran
2022, Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat alokasi
Bantuan Keuangan Provinsi untuk Tahun Anggaran 2022;

22. Peraturan Menteri Dalem Ne-geri Nomor 2/PMK.07/2022
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Menurut Daerah Provinsi/Kabupaterr/Kota Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
31);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021
ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2021 Nomor 8);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);

27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
2021 Nomor 159);

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
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68.793.318.211,00

1.979.251.303.141,00

Pembiayaan Neto Rp.

Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rn~-r'
Rp.
Rp.

Semula

C. Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan
Semula Rp.
Bertambah/ (berkurang) Rp.
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.

Pengeluaran Pembiayaan

2. Belanja Modal
Semula Rp.
Bertambah/ (berkurang) Rp.
Jumlah Setelah Perubahan Rp.

3. Belanja Tidak Terduga
Semula Rp.
Bertambah.Z (berkurang) Rp.
Jumlah Setelah Perubahan Rp.

4. Belanja Transfer
Semula Rp.
Bertambah/ (berkurang) Rp.
Jumlah Seteiah Peru bahan Rp.

Surplus/ (Defisit) Rp.

Rp. 2:662.907.391.4'38,00'
Rp. 103.799.094.289,00

Setelah Rp. 2.766.706.485.727,00

B. Belanja Daerah
Semula
Bertambah / (berkurang)
Jumlah Belanja Daerah
Perubahan

1. Belanja Operasi
Semula Rp.
Bertambah/ (berkurang) Rp.
Jumlah Setelah Perubahan Rp.

Rp. 2.684.907.391.438!00
Rp. 103.799.094.289,00

Setelah Rp. 2.788.706.485.727,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah
sebagai beriku t :

A. Pendapatan Daerah
Semula
Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pendapatan Daerah
Perubahan

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159
ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, diubah sebagai berikut :

PasalI
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DAERAH I

BERITADAERAHKABUPATENKUNINGANTAHUN2022 NOMOR ~~

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal :z.e rna""" .20'-2.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal .:z., rranz-l 2D~"_

Bl,JBATIKUN1NGAN,

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kuningan.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal2


